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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Keadilan  

Ke$adilan be$rasal dari kata adil yang me$nurut kamus be$sar bahasa Indo $ne$sia 

be$rarti tidak se$we$nang-we$nang, tidak be$rpihak, dan be$rsikap ne$tral. Se$cara umum, 

ke$adilan me$rujuk pada ke$putusan dan tindakan yang didasarkan pada no $rma-

no$rma yang be$rsifat o$bje$ktif. Namun, ko$nse$p ke$adilan be$rsifat re$latif, kare$na 

pe$rse$psi te$ntang ke$adilan dapat be$rbe$da antara satu individu de $ngan individu 

lainnya. Apa yang dianggap adil o $le$h se$se$o$rang be$lum te$ntu dianggap de$mikian 

o$le$h o$rang lain. O$le$h kare$na itu, ke$tika se$se$o$rang me$ngklaim te$lah be$rtindak adil, 

klaim te$rse$but harus se$laras de$ngan ke$te$rtiban umum, yakni ukuran atau standar 

ke$adilan yang dite$rima dalam masyarakat. Standar ini se $ndiri dapat be$rbe$da-be$da 

te$rgantung pada te$mpat dan budaya, kare$na masing-masing masyarakat 

me$ne$ntukan dan me$nde$finisikan skala ke$adilannya be$rdasarkan ke$te$rtiban umum 

yang be$rlaku di lingkungan te$rse$but
23

. 

Indo$ne$sia ko$nse$p ke$adilan te$rce$rmin dalam Pancasila se$bagai dasar ne$gara, 

khususnya pada sila ke $lima yang me$ne$kankan pe$ntingnya ke$adilan so $sial bagi 

se$luruh rakyat Indo $ne$sia sila ini me $ngandung nilai-nilai luhur yang me $njadi 

tujuan utama dalam ke$hidupan be$rmasyarakat. Ke$adilan yang dimaksud be $rakar 

dari e$se$nsi ke$adilan ke$manusiaan, yang me$ncakup hubungan manusia de $ngan 
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dirinya se$ndiri, de$ngan se$sama, de$ngan masyarakat, bangsa, dan ne $gara, se$rta 

hubungan manusia de$ngan Tuhan.
24

  

Nilai-nilai keadilan harus dijadikan landasan utama dalam kehidupan 

bernegara guna mencapai tujuan nasional, yakni menciptakan kesejahteraan bagi 

seluruh warga dan wilayah, serta meningkatkan kecerdasan rakyat. Selain itu, 

nilai-nilai ke$adilan juga menjadi pijakan dalam hubungan antarbangsa, dengan 

tujuan membangun tatanan hidup global yang tertib, berdasarkan prinsip 

kemerdekaan setiap bangsa, perdamaian yang berkelanjutan, dan keadilan sosial 

dalam kehidupan bersama di tingkat internasional
25

. 

Pemilihan Kota Cirebon sebagai lokasi penelitian dalam kajian ―Tinjauan 

Teori Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran 

Lalu Lintas oleh Anak‖ didasarkan pada beberapa pertimbangan objektif dan 

alasan urgensial. Secara geografis, Cirebon merupakan kota strategis di jalur 

utama Pantura yang menjadi titik perlintasan antarprovinsi, sehingga memiliki 

intensitas lalu lintas yang tinggi. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka 

pelanggaran lalu lintas, termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur, 

khususnya pelajar yang kerap mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki 

surat izin mengemudi (SIM). Data dari Kepolisian Resor Kota Cirebon 

menunjukkan bahwa pelanggaran oleh anak cukup signifikan dan menjadi 

perhatian serius pihak kepolisian maupun masyarakat. Selain itu, secara 

sosiokultural, Kota Cirebon memiliki karakteristik masyarakat yang cenderung 

permisif terhadap penggunaan kendaraan oleh anak, yang menjadi faktor 
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pendorong terjadinya pelanggaran. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara 

akademik, khususnya dalam perspektif teori keadilan dan kepastian hukum. 

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh adanya kebutuhan untuk 

mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum 

diterapkan dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan 

pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

nyata dalam bentuk rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum, 

pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua untuk menciptakan pendekatan hukum 

yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan humanis. Dengan demikian, 

Kota Cirebon tidak hanya menjadi lokasi penelitian yang relevan secara empiris, 

tetapi juga strategis untuk mengembangkan model penegakan hukum yang 

responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum anak serta pencapaian keadilan 

yang sejati dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia. 

1) Keadilan Menurut Filsuf  

a. Teori Keadilan Aristoteles  

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea 

menjelaskan pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, 

yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, te $rtulis dan 

tidak te$rtulis) adalah ke$adilan. De$ngan kata lain ke$adilan adalah 

keutamaan dan ini be$rsifat umum. TheoHuijbers menjelaskan mengenai 

keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan 

sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia 

dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-



 

27 

orang, dan keseimbangan antara dua pihak ukuran keseimbangan ini 

adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini kare $na Aristoteles 

memahami keadilan dalam p eeengertian kesamaan. Dalam kesamaan 

numerik, se$tiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua 

orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah 

memberikan k eeepada setiap orang apa yang menjadi haknya, se $suai 

ke$mampuan dan pre$stasinya
26

. 

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif 

dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah ke $adilan 

yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor 

kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota 

masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pe $mbe$tulan 

se$suatu yang salah, me $mbe$rikan ko$mpe$nsasi ke$pada pihak yang dirugikan 

atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat 

disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilanakorektif 

menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Arsitoteles yang 

dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah se$bagai be$rikut:
27

 

1. Keadilan dalam pe$mbagian jabatan dan harta benda publik disini 

berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua 

kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus 

mendapatkan kehormatan dua kali le $bih banyak daripada Camat. 
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Kepada yang sama pe$nting dibe$rikan yang sama, dan yang tidak sama 

pe$nting dibe$rikan yang tidak sama. 

2. Ke$adilan dalam jual-be$li. Me$nurutnya harga barang te $rgantung 

ke$dudukan dari para pihak. Ini se $karang tidak mungkin dite$rima. 

3. Ke$dilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga 

publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa 

mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau 

pejabat terbukti secara sah melakukan ko $rupsi, maka pe$jabat itu harus 

dihukum tidak pe$duli bahwa ia adalah pe$jabat. 

4. Ke$adilan dalam bidang pe$nafsiran hukum. Kare$na Undang- Undang itu 

be$rsifat umum, tidak me$liputi se$mua pe$rso$alan ko$nkre$t, maka hakim 

harus me$nafsirkannya se$o$lah-o$lah ia se$ndiri te$rlibat dalam pe$ristiwa 

konkre$t te$rse$but. Me$nurut Aristo$te$le$s, hakim te$rse$but harus me$miliki 

suatu rasa te$ntang apa yang pantas.  

b. Teori Keadilan Hans Kelse $n  

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial te $rte$ntu yang 

dibawah lindungannya usaha untuk me$ncari ke$be$naran bisa be$rke$mbang dan 

subur. Kare$na ke$adilan me$nurutnya adalah ke$adilan ke$me$rde$kaan, ke$adilan 

pe$rdamaian, ke$adilan de$mo$krasi – ke$adilan to $le$ransi. 

Te$o$ri ke$adilan dalam ko$nte$ks pe$ne$gakan hukum pe$langgaran lalu lintas 

o$le$h anak dapat dilihat me $lalui be$be$rapa pe$nde$katan. Salah satu pe$nde$katan 

yang re$le$van adalah te$o$ri ke$adilan re$sto$ratif, yang me$ne$kankan pada 

pe$mulihan hubungan antara pe $langgar, ko $rban, dan masyarakat. Dalam hal 
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ini, pe$ne$gakan hukum tidak hanya be $rfo$kus pada hukuman, te$tapi juga pada 

pe$mulihan dan pe$nce$gahan pe$langgaran di masa de$pan. 

Ke$adilan Re$sto$ratif. Te$o$ri ini be$rupaya untuk me$ngalihkan pe$rhatian 

dari pro$se$s pe$radilan pidana tradisio $nal, yang se$ring kali be$rsifat re$pre$sif, 

me$nuju pe$nde$katan yang le$bih re$habilitatif. Dalam kasus pe $langgaran lalu 

lintas o$le$h anak, pe$nde$katan ini dapat me $libatkan pe$ndidikan dan 

pe$mbinaan untuk me$nce$gah pe$langgaran di masa me$ndatang. 

Dive$rsi dalam ko $nte$ks hukum anak, ko $nse$p dive$rsi me$njadi pe$nting. 

Dive$rsi adalah upaya untuk me $nye$le$saikan pe$rkara di luar siste $m pe$radilan 

pidana fo$rmal, de$ngan tujuan untuk me $nghindari stigma ne$gatif te$rhadap 

anak dan me$mbe$rikan ke$se$mpatan bagi me$re$ka untuk be$lajar dari ke$salahan 

tanpa harus me$nghadapi pro $se$s hukum yang be$rat. Hal ini se$suai de$ngan 

Undang-Undang No$mo$r 11 Tahun 2012 te$ntang Siste$m Pe$radilan Pidana 

Anak yang me$ngatur bahwa tindakan hukum te $rhadap anak harus 

me$mpe$rtimbangkan ke$pe$ntingan te$rbaik bagi anak. 

Keadilan prosedural teori ini menekankan pentingnya proses yang adil 

dalam penegakan hukum. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas oleh anak, 

hal ini berarti bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan 

memperhatikan hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan 

perlakuan yang adil dalam setiap tahap proses hukum. 
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B. Teori Kepastian Hukum 

Hukum me$rupakan panglima te$rtinggi dari ne$gara yang be$rcirikan se$bagai 

ne$gara hukum. Adanya hukum te $rse$butlah yang dijadikan se $bagai dasar se $tiap 

subye$k hukum dalam be$rtingkah laku. Se$bab de$ngan dijadikannya hukum se $bagai 

dasar dalam be$rtingkah laku, maka akan me $nimbulkan ke$pastian hukum dan 

ke$adilan. Se$bagaimana hal ini, hukum me $rupakan suatu sarana yang ditujukan 

untuk me$ngubah pe$rilaku masyarakat agar se $suai de$ngan tujuan yang te $lah 

dite$tapkan se$be$lumnya.
28 

 Van Ape$ldro$o$rn me$ngatakan bahwa tujuan hukum ialah 

me$ngatur pe$rgaulan hidup manusia se$cara damai. Pe$rdamaian di antara manusia 

dipe$rtahankan o$le$h hukum de$ngan me$lindungi ke$pe$ntingan-ke$pe$ntingan hukum 

manusia te$rte$ntu, ke$ho$rmatan, ke$me$rde$rkaan, jiwa, harta be$nda te$rhadap pihak 

yang me$rugikannya
29

. 

Ke$pastian hukum me$rupakan salah satu dari tujuan hukum yang mana 

o$utput dari ke$pastian hukum te$rse$but akan me$wujudkan se$buah ke$adilan dalam 

masyarakat. Dapat dikatakan bahwa ke$pastian hukum akan ada apabila pe$laksaan 

dan pe$ne$gakkan hukum tidak diskriminasi te$rhadap suatu tindakan yang dilakukan 

o$le$h subye$k hukum. Se$bab, hukum ada maka ke$pastian hukum haruslah ada 

de$ngan se$me$stinya tanpa dire$kayasa. Jika hukum tidak me$miliki ke$pastian, maka 

hukum dapat be$rsifat ambigu dan me$mbe$rikan banyak makna. 

Te$o$ri ke$pastian hukum me $miliki dua pe$nge$rtian yang pe$rtama adanya 

aturan yang be$rsifat umum me$mbuat individu me$nge$tahui pe$rbuatan apa yang 
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bo$le$h atau tidak bo $le$h dilakukan, dan ke$dua be$rupa ke$amanan hukum bagi 

individu dari ke$se$we$nangan pe$me$rintah kare$na de$ngan adanya aturan hukum yang 

be$rsifat umum te$rse$but individu dapat me$nge$tahui apa saja yang bo $le$h 

dibe$bankan atau dilakukan o $le$h ne$gara te$rhadap individu. 

Ke$pastian hukum me$miliki dua se$gi yang pe$rtama me$nge$nai so $al dapat 

dibe$ntukanya hukum dalam hal-hal yang ko $nkre$t, artinya pihak-pihak yang 

me$ncari ke$adilan ingin me $nge$tahui hukum dalam hal yang khusus se $be$lum 

me$mulai pe$rkara. Ke$dua, ke$pastian hukum me$rupakan ke$amanan hukum, yang 

artinya pe$rlindungan bagi para pihak te $rhadap ke$we$nangan hakim. De$finisi 

hukum harus me$larang se$luruh aturan yang mirip hukum, te $tapi tidak be$rsifat 

pe$rintah dari o$to$ritas yang be$rdaulat, ke$pastian hukum harus se $lalu dijunjung 

tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak me $njunjung hal te$rse$but 

kare$na hukum po $sitif adalah satu-satunya hukum
30

. 

Cirebon merupakan kota strategis di jalur Pantura yang menjadi titik 

perlintasan antarprovinsi, sehingga arus lalu lintas cukup padat dan kompleks. 

Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum lalu lintas, 

terutama terhadap anak-anak yang seringkali mengendarai kendaraan di jam sibuk 

seperti jam berangkat atau pulang sekolah. 

Faktor Sosial dan Budaya yang Unik Cirebon memiliki karakteristik sosial 

budaya yang khas, termasuk pola pengasuhan keluarga, pemahaman masyarakat 

terhadap aturan hukum, serta kecenderungan permisif terhadap anak-anak yang 

menggunakan kendaraan. Hal ini menarik untuk dianalisis dari perspektif teori 
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kepastian hukum. Kesiapan Institusional Kepolisian Resor Kota Cirebon memiliki 

program-program pembinaan dan penegakan hukum yang dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian empiris, seperti operasi rutin, pendekatan preventif di sekolah, serta 

pelibatan masyarakat. Keberadaan institusi hukum yang cukup responsif di daerah 

ini menjadi bahan penting untuk menguji sejauh mana teori keadilan dan 

kepastian hukum diterapkan dalam praktik. 

Urgensi Penelitian di Kota Cirebon Mendorong Evaluasi Penegakan Hukum 

yang Adil dan Konsisten Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluatif terhadap 

pelaksanaan hukum di tingkat lokal, khususnya apakah hukum diberlakukan 

secara adil dan konsisten terhadap anak sebagai pelanggar. Urgensi ini penting 

karena pelanggaran hukum oleh anak berkaitan erat dengan perlindungan hak 

anak dan prinsip restorative justice. Meningkatkan Kesadaran Hukum 

Masyarakat, dengan mengkaji penegakan hukum di Cirebon, penelitian ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan 

pelajar, terhadap pentingnya menaati aturan lalu lintas dan memahami 

konsekuensi hukumnya. 

Mendorong Inovasi Penegakan Hukum yang Responsif terhadap Anak 

karena anak adalah subjek hukum yang memiliki perlakuan khusus, maka 

pendekatan penegakan hukum di Kota Cirebon dapat menjadi model atau studi 

percontohan bagi daerah lain jika didasarkan pada prinsip keadilan substantif dan 

kepastian hukum. 



 

33 

Ke$pastian hukum te$rkait pe$ne$gakan hukum pe$langgaran lalu lintas o $le$h 

anak me$ncakup pe$ne$rapan undang-undang yang ko $nsiste$n dan transparan. 

Be$be$rapa aspe$k pe$nting dalam hal ini adalah: 

1) Pe$ne$rapan Undang-Undang: Pe$ne$gakan hukum harus se$suai de$ngan 

ke$te$ntuan yang diatur dalam UU SPPA dan pe $raturan te$rkait lainnya. 

Misalnya, sanksi bagi anak yang me$lakukan pe$langgaran lalu lintas harus 

me$mpe$rtimbangkan usia dan tingkat ke $salahan me$re$ka, se$rta tidak 

se$we$nang-we$nangnya me$njatuhkan sanksi de$nda bagi anak di bawah umur 

14 tahun. 

2) Fakto$r Pe$nghambat: Pe$ne$gakan hukum se$ring kali te$rhambat o$le$h be$rbagai 

fakto$r se$pe$rti kurangnya pe$mahaman masyarakat te $ntang undang-undang 

lalu lintas, re$ndahnya ke$sadaran be$rlalu lintas di kalangan anak-anak, dan 

kurangnya dukungan dari o $rang tua se$rta le$mbaga te$rkait dalam 

me$mbe$rikan e$dukasi te$ntang ke$se$lamatan be$rlalu lintas. 

3) Ko$nsiste$nsi Pe$ne$gakan Hukum: Untuk me$ncapai ke$pastian hukum, 

pe$ne$gakan te$rhadap pe$langgaran lalu lintas o $le$h anak harus dilakukan 

se$cara ko $nsiste$n tanpa diskriminasi. Hal ini te$rmasuk pe$ne$rapan sanksi 

yang se$suai de$ngan prinsip ke$adilan dan tidak te$bang pilih. 

Pe$ne$gakan hukum te$rhadap pe$langgaran lalu lintas o $le$h anak me$me$rlukan 

pe$nde$katan yang me $mpe$rtimbangkan te$o$ri ke$adilan dan ke$pastian hukum se$cara 

be$rsamaan. De$ngan me$ne$rapkan prinsip-prinsip ke$adilan re$sto$ratif dan dive $rsi, 

se$rta me$mastikan ko $nsiste$nsi dalam pe$ne$rapan undang-undang, diharapkan dapat 
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te$rcipta siste$m pe$ne$gakan hukum yang le$bih e$fe$ktif dan be$rke$adilan bagi anak-

anak se$bagai pe$langgar lalu lintas. 

 

C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum   

1. Penegakan Hukum di Indonesia 

Me$nurut Immanue$l Kant, Hukum adalah ke $se$luruhan syarat-syarat yang 

de$ngan ini ke$he$ndak be$bas dari o$rang yang satu dapat me $nye $suaikan diri de$ngan 

ke$he$ndak be$bas dari o $rang lain, me$nuruti pe$raturan hukum te$ntang 

ke$me$rde$kaan
31

. Hukum be$rfungsi se$bagai pe$rlindungan ke$pe$ntingan manusia. 

Agar ke$pe$ntingan manusia te $rlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pe $laksanaan 

hukum dapat be$rlangsung se$cara no$rmal, damai, te$tapi juga dapat te$rjadi juga 

kare$na pe$langgaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus 

dite$gakkan. Me$lalui pe$ne$gakkan hukum inilah me $njadikan ke$nyataan. Dalam 

me$ne$gakkan hukum, ada 3 unsur yang harus dipe $rhatikan, yakni: ke$pastian 

hukum (re$chtssiche$rhe$it), ke$manfaatan (zwe$ckmassigke$it) dan ke$adilan 

(ge$re$chtigke$it.)
32

 

So$e$rjo$no$ me$nyatakan bahwa Pe$ne$gakkan Hukum adalah me$ncakup pro$se$s 

tahap pe$nye $lidikan, pe$nyidikan, pe$nuntutan, pe$me$riksaan di siding pe$ngadilan 

ne$gri, upaya hukum dan e$kse$kusi. Se$lain itu pe$ne$gakkan hukum juga 

me$ngundang arti ke$se$luruhan ke$giatan dari para pe $laksana pe$ne$gak hukum ke$arah 

te$gaknya hukum, ke$adilan dan pe$rlindungan te$rhadap harkat dan martabat 
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manusia, ke$te$rtiban dan ke$te$nte$raman dan ke$pastian hukum se$suai de$ngan 

Undang-Undang Dasar 1945. Pe $ne$gakkan hukum yang dikaitkan de $ngan 

pe$rlindungan masyarakat te$rhadap ke$jahatan te$ntunya be$rkaitan de$ngan masalah   

Penegakan hukum pidana. Tujuan dite$tapkannya hukum pidana adalah se $bagai 

salah satu sarana po $litik criminal yaitu untuk pe $rlindungan masyarakat yang 

se$ring pula dike$nal de$ngan istilah so$cial de$fe$nce.
33

 Pe$ne$gakan hukum juga 

me$rupakan ke$giatan me$nye$rasikan hubungan nilai-nilai yang te$rjabarkan dalam 

kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan me $nge$je$wantahkannya 

dalam sikap dan tindakan se $bagai se$rangkaian pe$njabaran nilai tahap akhir untuk 

me$nciptakan ke$damaian pe$rgaulan hidup.Te$gaknya hukum ditandai o$le$h be$be$rapa 

fakto$r yang saling te$rkait sangat e$rat yaitu hukum dan aturannya se $ndiri
34

. 

Pe$ne$gakan hukum dalam Ne$gara dilakukan se$cara pre$ve$ntif dan re$pre$sif. 

Pe$ne$gakkan hukum se$cara pre$ve$ntif diadakan untuk me $nce$gah agar tidak 

dilakukan pe$langgaran hukum o $le$h warga masyarakat dan tugas ini pada 

umumnya dibe$rikan pada badan-badan e$kslusif dan ke$po$lisian. Pe$ne$gakkan 

hukum re$pre$sif dilakukan apabila usaha pre $ve$ntif te$lah dilakukan te$rnyata masih 

juga te$rdapat pe$langgaran hukum. Be$rdasarkan hal te$rse$but, maka hukum haruslah 

dite$gakka se$cara re$pre$sif o$le$h alat-alat pe$ne$gak hukum yang dibe $ri tugas 

yustisio $nal. Pe$ne$gakan hukum re$pre$sif pada tingkatnya o $pe$rasio$nalnya 

(pe$laksanaannya) didukung dan me $lalui be$rbagai le$mbaga yang se$cara o $rganito$ris 

te$rpisah satu de$ngan yang lainnya, namun te $tap be$rada dalam ke$rangka pe$ne$gakan 
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hukum, mulai dari ke$po$lisian, ke$jaksaan, pe$ngadilan, sampai ke$pada le$mbaga 

pe$rmasyarakatan. Dalam pe $ne$gakan hukum harus me$mpe$rhatikan ke$manfaatan 

atau ke$gunaannya bagi masyarakat, se $bab hukum justru dibuat untuk ke $pe$ntingan 

masyarakat, jangan sampai te $rjadi pe$laksanaan dan pe$ne$gakan hukum me$rugikan 

masyarakat yang pada akhirnya akan me $nimbulkan ke$re$sahan. Pe$ne$gakan hukum 

juga me$rupakan pro$se$s so$cial yang me$libatkan lingkungannya, o $le$h kare$na itu 

pe$ne$gakan hukum akan te $rtukar aksi de$ngan lingkungannya yang bias dise $but 

pe$rtukaran aksi de$ngan unsur manusia. So $cial budaya, po $litik dan lain se$bagainya, 

jadi pe$ne$gakan hukum dipe $ngaruhi o$le$h be$rbagai macam ke$nyataan dan ke $adaan 

yang te$rjadi dalam masyarakat. 

So$e$rjo$no$ So$e$kanto$ me$mbuat pe$rincian fakto $r-fakto$r yang me$mpe$ngaruhi 

pe$ne$gakan hukum se$bagai be$rikut: 

1. Fakto$r hukumnya se$ndiri, misalnya undang-undang. 

2. Fakto$r pe$ne$gakan hukum yakni pihak-pihak yang me$mbe$ntuk maupun 

me$ne$rapkan hukum. 

3. Fakto$r sarana atau fasilitas yang me $ndukung pe$ne$gakan hukum. 

4. Fakto$r masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum te $rse$but be$rlaku atau 

dite$rapkan. 

5. Fakto$r ke$budayaan, yakni hasl karya, cipta dan rasanya yang didasarkan 

pada karsa manusia didalam pe$rgaulan hidup
35

.
 

Ke$lima fakto $r te$rse$but diatas saling be$rkaitan de$ngan e$ratnya, o $le$h kare$na 

me$rupakan e$se$nsi dari pe$ne$gakan hukum, juga me$rupakan to$lak ukur dari pada 

                                                           
35

 Soerjono Soekanto. 1983. faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, 

Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 54. 



 

37 

e$fe$ktifitas pe$ne$gakan hukum. Unsur-unsur yang te$rkait dalam me$ne$gakkan hukum 

hanya dipe$rhatikan ke$pastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya diko $rbankan. 

De$mikian pula kalau yang dipe$rhatikan hanyalah ke $manfaatan, maka ke $pastian 

hukum dan ke$adilan diko $rbankan dan be$gitu se$lanjutnya. Asas pe$ne$gakkan 

hukum yang ce$pat, te$pat. Se$de$rhana dan biaya ringan, hingga saat ini be $lum 

se$pe$nuhnya me$ncapai sasaran dan biaya ringan, hingga saat ini be $lum se$pe$nuhnya 

me$ncapai sasaran se$pe$rti yang diharapkan masyarakat. Se $jalan itu pula masih 

banyak dite$mui sikap dan pe$rilaku aparat pe$ne$gak hukum yang me $rugikan 

masyarakat maupun ke $luarga ko$rban. Harud diakui pula bahwa banyak anggo $ta 

masyarakat yang masih se $ring me$lakukan hal-hal yang be$rte$ntangan de$ngan 

ke$te$ntuan yang be$rlaku, co$nto$hnya yaitu me $mpe$ngaruhi aparatur hukum se $cara 

ne$gative$ dan be$rte$ntangan de$ngan ke$te$ntuan yang be$rlaku pada pro $se$s pe$ne$gakan 

hukum yang be$rsangkuran, yang ditujukan ke $pada diri pribadi, ke$luarga atau 

anak/ke$lo$mpo$knya
36

.
 

D. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak me$rupakan so $so$k yang me$miliki pe$ran yang sangat pe$nting dalam 

ke$hidupan bangsa, dimana anak me$rupakan ge$ne$rasi pe$ne$rus yang harus me $ngisi 

dan me$langsungkan e$stafe$t pe$mbangunan ne$gara se$cara be$rke$lanjutan. Se$bagai 

ge$ne$rasi pe$ne$rus bangsa, te $ntunya apa yang me $njadi hak dan ke$wajibannya wajib 

untuk dipe$nuhi de$ngan maksimal, hal ini tidak lain be$rtujuan untuk ke$pe$ntingan 

te$rbaik bagi anak. Pe$me$nuhan hak dan ke$wajiban yang dilakukan de $ngan baik 
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dari se$karang, se$cara tidak langsung akan me $mbe$rikan dampak baik pula bagi 

tumbuh ke$mbang anak di masa yang akan datang, baik dari se$gi fisik, me$ntal 

maupun so$sial anak. Baik buruknya masa de $pan bangsa te$rgantung pula pada baik 

buruknya ko$ndisi anak saat ini
37

. Se$hingga, dapat disimpulkan bahwa de $ngan 

adanya tindakan pe$me$nuhan hak anak yang dilakukan de $ngan se$cara baik dan 

se$cara pe$nuh, akan me$mbe$rikan se$suatu hal yang baik untuk diri anak dan juga 

ke$be$rlangsung bangsa. 

Me$rujuk ke$pada Kamus Be$sar Bahasa Indo $ne$sia, arti dari anak ialah 

manusia yang masih ke$cil ataupun manusia yang be$lum de$wasa
38

. Dikatakan 

masih ke$cil atau be$lum de$wasa dikare$nakan anak mudah te$rpe$ngaruh de$ngan 

ko$ndisi dise$kitarnya dan akan be $rtindak se$suai de$ngan ke$mauan se$mata tanpa 

banyak pe$nge$tahuan. Se$bagaimana hal ini me $nurut R.A Ko$e$snan yang 

me$nyatakan bahwa anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa 

dan pe$rjalanan hidupnya kare$na mudah te$rpe$ngaruh untuk ke$adaan se$kitarnya. 
39

 

Ke$mudian dari pada itu, be $be$rapa pe$raturan pe$rundang-undangan di 

Indo$ne$sia te$lah me$ngatur se$cara te$rse$ndiri me$nge$nai krite$ria de$finisi anak, yang 

mana krite$ria te$rse$but te$ntunya sangat be$rpe$ngaruh pada ke$dudukan hukum anak 

se$bagai subje$k hukum. Pe$nge$rtian anak di Indo $ne$sia se$cara umum diartikan 

se$bagai o$rang yang be$lum de$wasa, o$rang yang di bawah umur dan atau dapat pula 

diartikan se$bagai anak yang masih di bawah pe $ngawasan wali atau o $rang tuanya. 

Be$be$rapa pe$raturan me$nje$laskan me$nge$nai de$finisi anak yang antara lain : 

                                                           
37 

M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 28. 
38 

KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). http://kbbi.web.id/pusat. Diakses 

tanggal 20 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB 
39 

R.A Koesnan. 2005. Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. 

Penerbit Sumur. Hal.99. 

http://kbbi.web.id/pusat


 

39 

a. Ke$putusan Pre$side$n Re$publik Indo$ne$sia No$mo$r 36 Tahun 1990 te $ntang 

Ratifikasi Ko$nve$nsi Hak Anak, me$nye$butkan bahwa “fo$r the$ purpo$se$ o$f 

the$ pre$se$nt Co$nve$ntio$n, a child me$ans e$ve$ry human be$ing be$lo$w the$ age$ o$f 

18 ye$ars, unle$ss unde$r the$ law applicable$ to$ the$ child, majo$rity is attaine $d 

e$arlie$r”. Atau dapat diartikan bahwa anak adalah se $tiap manusia yang 

be$rusia di bawah 18 (de$lapan be$las) tahun ke$cuali be$rdasarkan undang-

undangan lain yang be$rlaku bagi anak-anak dite$ntukan bahwa usia de$wasa 

dicapai le$bih awal
40

. 

b. Undang-Undang No$mo$r 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rubahan Atas Undang-

Undang No$mo$r 23 Tahun 2002 te $ntang Pe$rlindungan Anak.Pasal 1 angka 

1 me$nye$butkan bahwa anak adalah se $se$o$rang yang be$lum be$rusia 18 

(de$lapan be$las) tahun te$rmasuk anak yang masih dalam kandungan.
41

 

c. Undang-Undang No$mo$r 11 Tahun 2012 te$ntang Siste$m Pe$radilan Pidana 

Anak. Pasal 1 ayat (3) be $rbunyi anak adalah anak yang te $lah be$rumur 12 

(dua be$las) tahun, te $tapi be$lum be$rumur 18 (de$lapan be$las) tahun yang 

diduga me$lakukan tindak pidana
42

. 

d. Undang-Undang No$mo$r 39 Tahun 1999 te$ntang Hak Asasi Manusia. Pasal 

1 angka 5 be$rbunyi anak adalah se$tiap manusia yang be$rusia di bawah 18 

(de$lapan be$las) tahun dan be$lum me$nikah, te$rmasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal te$rse$but de$mi ke$pe$ntingannya
43

. 
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Se$lain de$finisi anak be$rdasar pada pe$raturan pe$rundang-undangan, dapat 

dite$mukan pula de$finisi anak me$nurut be$be$rapa pe$ndapat ahli, antara lain:  

a. Me$nurut Sugiri, Anak se $lama di tubuhnya masih be$rjalan pro$se$s pe$rtumbuhan 

dan pe$rke$mbangan, maka anak itu masih me $njadi anak, namun baru me $njadi 

de$wasa apabila pro $se$s pe$rke$mbangan dan pe$rtumbuhan anak te$rse$but te$lah 

se$le$sai, se$hingga batas umur anak-anak adalah sama de$ngan pe$rmulaan 

me$njadi de$wasa yakni be$rumur 18 (de$lapan be$las) tahun untuk wanita dan 

be$rumur 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki
44

. 

b. Me$nurut Bisma Sire$gar, Anak dalam masyarakat yang sudah me $mpunyai 

hukum te$rtulis dite$rapkan batasan umur, yang mana batasan umur te $rse$but 

ialah 16 (e$nam be$las) tahun atau 18 (de$lapan be$las) tahun ataupun usia 

te$rte$ntu yang me$nurut pe$rhitungan pada usia itulah anak te $rse$but tidak lagi 

te$rmasuk kate$go$ri anak atau de$ngan kata lain te$rgo$lo$ng sudah de$wasa
45

. 

Se$bagaimana pe$nge$rtian anak yang te$lah dipaparkan di atas, baik pe $nge$rtian 

anak be$rdasar pada pe$raturan pe$rundangan-undangan maupun be$rdasar pada 

pe$ndapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa anak me $rupakan manusia yang 

be$lum be$rusia 18 tahun ke$ atas, yang mana te $rmasuk anak yang masih dalam 

kandungan dan be$lum me$nikah. 
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E. Tinjauan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Se$tiap anak me $me$rlukan pe$mbinaan dan pe$rlidungan dalam rangka 

me$njamin pe$rtumbuhan dan pe$rke$mbangan fisik, pe$raturan pe$rundang-undangan 

maupun dalam pe$laksanaanya, baik o $le$h pe$me$rintah maupun o $rganisasi so $sial 

yang pe$duli de$ngan pe$rmasalahan anak. Tujuan dibe$rikannya pe$rlindungan hukum 

bagi pe$laku ke$jahatan adalah untuk me $ngho$rmati hak asasi si pe$laku. Ko $nse$psi 

pe$rlindungan anak me$liputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa 

pe$rlindungan anak tidak hanya me $nge$nai pe$rlindungan atas jiwa dan raga anak, 

te$tapi me$ncakup pula pe$rlindungan atas se$mua hak se$rta ke$pe$ntingannya yang 

dapat me$njamin pe$rtumbuhan se$cara wajar, baik se$cara ro$hani, jasmani maupun 

so$sialnya se$hingga diharapkan dapat me $njadi o$rang de$wasa yang mampu 

be$rkarya.
46

 Hak anak se$bagai pe$laku tindak pidana me$ngacu pada :  

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) te$lah me$ne$mpatkan 

te$rsangka se$bagai manusia yang utuh, yang me $miliki harkat, martabat dan harga 

diri se$rta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Te $rsangka te$lah dibe$rikan 

se$pe$rangkat hak-hak o$le$h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP :  

a. Te$rsangka be$rhak se$ge$ra me$ndapat pe$me$riksaan o$le$h pe$nyidik dan 

se$lanjutnya dapat diajukan ke$pada pe$nuntut umum. 

b. Te$rsangka be$rhak untuk dibe$ritahukan de$ngan je$las dalam bahasa yang 

dime$nge$rti o$le$hnya te$ntang apa yang disangkakan ke $padanya pada waktu 

pe$me$riksaan dimula. 
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c. Hak untuk me$mbe$rikan ke$te$rangan se$cara be$bas ke$pada pe$nyidik. Dalam 

pe$me$riksaan pada tingkat pe $nyidikan dan pe$ngadilan, te$rsangka atau 

te$rdakwa be$rhak me$mbe$rikan ke$te$rangan se$cara be$bas ke$pada pe$nyidik 

atau hakim. 

d. Hak untuk me$ndapatkan juru bahasa dalam se$tiap pe$me$riksaan. Dalam 

pe$me$riksaan pada tingkat pe $nyidikan dan pe$ngadilan, te$rsangka atau 

te$rdakwa be$rhak untuk se$tiap waktu me$ndapat juru bahasa. 

e. Hak untuk me$ndapat bantuan hukum pada se$tiap tingkat pe$me$riksaan. 

Guna ke$pe$ntingan pe$mbe$laan, te$rsangka atau te$rdakwa be$rhak me$ndapat 

bantuan hukum dari se$o$rang atau le$bih pe$nase$hat hukum se$lama dalam 

waktu dan pada se$tiap tingkat pe$me$riksaan, me$nurut tata cara yang diatur 

dalam undang-undang/ KUHAP. 

f. Te$rsangka atau te $rdakwa yang dike$nakan pe$nahanan be$rhak me$nghubungi 

atau me$ne$rima kunjunngan do$kte$r pribadinya untuk ke$pe$ntingan ke$se$hatan 

baik yang ada hubungannya de $ngan pro$se$s pe$rkara maupun tidak. 

g. Te$rsangka atau te $rdakwa yang dike$nakan pe$nahanan be$rhak dibe$ritahukan 

te$ntang pe$nahanan atas dirinya o $le$h pe$jabat yang be$rwe$nang, pada se$mua 

tingkat pe$me$riksaan dalam pro $se$s pe$radilan, ke$pada ke$luarga atau o $rang 

lain yang se$rumah de$ngan te$rsangka atau te $rdakwa ataupun o $rang lain 

yang bantuannya dibutuhkan o $le$h te$rsangka atau te$rdakwa untuk 

me$ndapatkan bantuan hukum atau jaminana bagi pe$nangguhannya. 

h. Te$rsangka atau te $rdakwa be$rhak me$nghubungi dan me$ne$rima kunjungan 

dari pihak yang me $mpunyai hubungan ke$ke$luargaan atau lainnya de $ngan 
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te$rsangka atau te$rdakwa guna me$ndapatkan jaminan bagi pe $nangguhan 

pe$nahanan ataupun untuk usaha me$ndapatakan bantuan hukum. 

i. Te$rsangka atau te$rdakwa be$rhak se$cara langsung atau de$ngan pe$rantaraan 

pe$nasihat hukumnya me$nghubungi dan me$ne$rima kunjungan sanak 

ke$luraganya dalam hal yang tidak ada hubungannya de $ngan pe$rkara 

te$rsangka atau te$rdakwa untuk ke$pe$ntingan pe$ke$rjaan atau untuk 

ke$pe$ntingan ke$ke$luargaan. 

j. Te$rsangka atau te$rdakwa be$rhak se$cara langsung atau de$ngan pe$rantaraan 

pe$nasihat hukumnya dan me $ne$rima surat dari pe$nasihat hukumnya dan 

sanak ke$luragan se$tiap  kali yang dipe $rlukan o$le$hnya, untuk ke$pe$rluan itu 

bagi te$rsangka atau te$rdakwa dise$diakan alat tulis-me$nulis. 

k. Te$rsangka atau te $rdakwa be$rhak me$nghubungi dan me$ne$rima kunjungan 

dari ro$haniawan. 

l. Te$rsangka atau te $rdakwa be$rhak untuk me$ngusahakan dan me $ngajukan 

saksi dan atau se$o$rang yang me$mpunyai ke$ahlian khusus guna 

me$mbe$rikan ke$te$rangan yang me$nguntungkan bagi dirinya. 

m. Te$rsangka atau te$rdakwa tidak dibe$bani ke$wajiban pe$mbuktian. 

n. Te$rsangka atau te$rdakwa be$rhak me$nuntut ganti ke$rugian dan re$habilitasi. 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

Pe$rlindungan anak dalam pe$nje$lasan bahwa se$gala ke$giatan untuk me$njamin 

dan me$lindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, be$rke$mbang, dan 

be$rpartisipasi, se$cara o$ptimal se$suai de$ngan harkat dan martabat ke$manusiaan, 

se$rta me$ndapat pe$rlindungandari ke$ke$rasan dan diskriminasi. Hak anak yang 
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te$rlibat suatu pe$rmasalahan yang diatur dalam Undang-Undang No$mo$r 35 Tahun 

2014 te$ntang pe$rubahan atas undang-undang No $mo$r 23 Tahun 2002 te$ntang 

Pe$rlindungan Anak. Hak te$rse$but adalah : 

1. Se$tiap anak be$rhak me$mpe$ro$le$h pe$rlindungan dari sasaran pe$nganiayaan, 

pe$nyiksaan, atau pe$njatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

2. Se$tiap anak yang me $njadi ko$rban atau pe$laku tindak pidana be$rhak 

me$ndapat bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

3. Pe$me$rintah dan le$mbaga Ne$gara lainnya be$rke$wajiban dan 

be$rtanggungjawab untuk me $mbe$rikan pe$rlindungan khusus ke$pada anak 

dalam situasi darurat, anak yang be $rhadapan de$ngan hukum, anak dari 

ke$lo$mpo$k mino $ritas dan te$riso$lasi, anak te$re$ksplo $itasi se$cara e$ko$no$mi 

dan/atau se$ksual, anak yang dipe$rdagangkan, anak yang me $njadi ko$rban 

pe$nyalahgunaan narko $tika, alko$ho$l, psiko $tro$pika, dan zat adiktif lainnya 

(napza), anak ko $rban pe$nculikan, pe$njualan dan pe$rdagangan, anak ko $rban 

ke$ke$rasan baik fisik dan/atau me $ntal, anak yang me$nyandang cacat, dan 

anak ko$rban pe$rlakuan salah dan pe$ne$lantaran. 

4. Pe$rlindungan dari pe$mbe$ritaan ide$ntitas me$lalui me$dia massa dan untuk 

me$nghindari labe$lisasi. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

Undang-Undang No$mo$r 11 Tahun 2012 te$ntang Siste$m Pe$radilan Pidana 

Anak me$nge$mukakan prinsip-prinsip umum pe$rlindungan anak, yaitu no$n 
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diskriminasi, ke$pe$ntingan te$rbaik bagi anak, ke$langsungan hidup dan tumbuh 

ke$mbang, dan me$nghargai partisipasi anak.  Hak-hak anak se$bagai be$rikut :
47

 

1. Dipe$rlakukan se$cara manusiawi de$ngan me$mpe$rhatikan ke$butuhan se$suai 

de$ngan umurnya. 

2. Dipisahkan dari o$rang de$wasa. 

3. Me$mpe$ro$le$h bantuan hukum dan bantuan lain se$cara e$fe$ktif. 

4. Me$lakukan ke$giatan re$kre$asio$nal. 

5. Be$bas dari pe$nyiksaan, pe$nghukuman atau pe$rlakuan lain yang ke $jam, tidak 

manusiawi, se$rta me$re$ndahkan de$rajat dan martabatnya. 

6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana se $umur hidup. 

7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipe $njara ke$cuali se$bagai upaya te $rakhir dan 

dalam waktu yang paling singkat. 

8. Me$mpe$ro$le$h ke$adilan di muka pe$ngadilan Anak yang o $bje$ktif, tidak 

me$mihak, dan dalam sidang yang te $rtutup untuk umum. 

9. Tidak dipublikasikan ide$ntitasnya. 

10. Me$mpe$ro$le$h pe$ndampingan o$rang tua/Wali dan o $rang yang dipe $rcaya o$le$h 

Anak. 

11. Me$mpe$ro$le$h advo$kasi so$sial. 

12. Me$mpe$ro$le$h ke$hidupan pribadi. 

13. Me$mpe$ro$le$h akse$sibilitas, te$rutama bagi anak cacat. 

14. Me$mpe$ro$le$h pe$ndidikan. 

15. Me$mpe$ro$le$h pe$layananan ke$se$hatan. 
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16. Me$mpe$ro$le$h hak lain se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang -

undangan. 

F. Proses Peradilan Pidana Anak 

Batas umur 12 (dua be$las) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke $ sidang 

anak didasarkan pada pe$rtimbangan so$sio$lo$gis, psiko $lo$gis, dan pae$dago$gis bahwa 

anak yang be$lum me$ncapai umur 12 (dua be$las) tahun dianggap be $lum dapat 

me$mpe$rtanggung jawabkan pe $rbuatannya. Pro$se$s pe$me$riksaan yang dilakukan 

o$le$h Pe$nyidik te $rhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka pro $se$s pe$radilan 

pidana, me$lainkan digunakan se$bagai dasar me$ngambil ke$putusan o$le$h Pe$nyidik, 

Pe$mbimbing Ke$masyarakatan, dan Pe$ke$rja So$sial Pro$fe$sio$nal
48

.
 

Se$suai de$ngan pasal 21 ayat (1) Undang-undang No$mo$r 11 Tahun 2012 

te$ntang siste$m Pe$radilan Pidana Anak me$nye $butkan bahwa Pe$nyidik, 

Pe$mbimbing Ke$masyarakatan, dan Pe$ke$rja So$sial Pro$fe$sio$nal me$ngambil 

ke$putusan te$rhadap anak yang diduga atau me $lakukan tindak pidana yaitu :
49 

1. Me$nye $rahkannya ke$mbali ke$pada o$rang tua/Wali. 

2. Me$ngikut se$rtakannya dalam pro $gram pe$ndidikan, pe$mbinaan, dan 

pe$mbimbingan di instansi pe $me$rintah atau LPKS di instansi yang 

me$nangani bidang ke$se$jahte$raan so $sial, baik di tingkat pusat maupun 

dae$rah, paling lama 6 (e$nam) bulan. Ke$putusan yang diambil o $le$h 

Pe$nyidik, Pe$mbimbing Ke$masyarakatan dan Pe$ke$rja So$sial Pro$fe$sio$nal 

                                                           
48

 Yusuf Hondawantri. 2021. Analisis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Hukum. 

Vol 13 No 2. Hal. 80. 
49

 Renna Prisdawati. 2020. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 

Pencabulan. Jurnal Hukum. Vol 1 Nomor 3. Hal. 45. 



 

47 

te$rse$but dise$rahkan ke$pe$ngadilan untuk dite$tapkan dalam waktu paling 

lama 3 hari. 

Se$tiap anak yang ditangkap atau ditahan be $rhak me$ndapatkan bantuan 

hukum dari Advo$kat atau pe$mbe$ri bantuan hukum pada se $tiap tingkat 

pe$me$riksaan se$suai de$ngan ke$te$ntuan dalam undang-undang ini. Anak se $bagai  

pe$laku tindak pidana dalam se $tiap tingkatan pe$me$riksaan anak wajib didampingi 

o$le$h o$rang tua dan atau o $rang yang dipe$rcayakan dalam me $ndampingi pada tahap 

pe$me$riksaan. Pasal 16 Undang-Undang No$mo$r 11 Tahun 2012 te$ntang Siste$m 

Pe$radilan Pidana Anak me $nye $butkan bahwa Ke$te$ntuan be$racara dalam Hukum 

Acara Pidana be$rlaku juga dalam acara pe $radilan pidana anak, ke$cuali dite$ntukan 

lain dalam Undang-Undang ini. 

Se$o$rang anak yang me $lakukan  tindak pidana atau me $njadi ko$rban dapat 

dituntut me$lalui pe$radilan pidana anak anak dan pe $mbuatan undang-undang 

pe$radilan  anak ini dan juga me $mbuat suatu te$ro$bo$san untk me$nye $le$saikan kasus  

pidana diluar pe$radilan yaitu me $lalui pe$nye$le$saian alte$rnatif diluar pe$radilan (bisa 

de$ngan damai atau me$mbayar se$jumlah de$nda). Pada prinsipnya se$o$rang anak 

yang ne$najdi ko $rban ke$ke$rasan atau pidana o $rang de$wasa harus me$ndapat 

pe$rlindungan dan re$habilitasi psikho $lo$gi dan dibawah pe$ngawasan dan 

pe$rlindunghan o$rang yang ahli dan te $rsangaka dapat dihukum de$ngan se$be$rat 

beratnya. 

Ini be$rarti bahwa pro$se$dur dalam pe$me$riksaan dalam Undang-Undang 

Siste$m Pe$radilan Pidana Anak pada prinsipnya sama de $ngan pro$se$dur 

pe$me$riksaan dalam KUHAP ke $cuali Undang-Undang ini me$ne$ntukan hal lain. 
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Pe$rlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini se$mata-mata dilakukan 

untuk ke$pe$ntingan te$rbaik anak dan se$gala pe$ngambilan ke$putusan harus se$lalu 

me$mpe$rtimbangkan ke$langsungan hidup dan tumbuh ke $mbang Anak se$rta se$lalu 

me$ngusahakan agar suasana ke $ke$luargaan te$tap te$rpe$lihara. Dalam pro $se$s 

pe$nye $le$saian pe$rkara pidana anak, para pe $ne$gak hukum te$lah dite$ntukan se$cara 

khusus baik pe$nyidik, pe$nuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi. 

Pro$se$s pe$radilan pidana anak me $miliki 4 tahapan yaitu Tahapan Pe $nyidikan, 

Tahap Pe$nangkapan dan Pe$nahanan, tahapan Pe$nuntutan dan Tahapan 

Pe$me$riksaan disidang pe$ngadilan
50

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

G. Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak 

Sanksi adalah ko $nse$kue$nsi lo$gis dari se$buah pe$rbuatan yang dilakukan. 

Sanksi dapat me $mpunyai pe$nge$rtian yang sama de$ngan hukuman namun 

pe$nge$rtiannya be$rbe$da de$ngan pidana. Pidana (starf) me$rupakan sanksi yang 

hanya dibe$rlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pe $nge$rtian sanksi pidana 

me$ncakup se$mua je$nis pidana baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) maupun ke$te$ntuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP). Di Indo $ne$sia me$rupakan ne$gara yang me$ngunakan dua je$nis sanksi 

pidana se$kaligus, yaitu be $rupa pidana (straf) dan tindakan (maatre$ge$ls). Se$cara 

te$o$ritik, pidana le$bih me$ngandung pe$nde$ritaan, me$skipun unsur pe$ndidikan dan 

pe$mbinaan se$rta pe$ngawasannya me$njadi tujuan utama. 

Se$dangkan dalam tindakan le $bih me$ngarah pada ke$giatan pe$rlindungan, 

pe$ndidikan dan pe$mbinaan te$rhadap anak pe$laku tindak pidana. Pidana dapat juga 
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dide$fe$nisikan se$bagai suatu pe$nde$ritaan yang se$ngaja dibe$rikan atau dijatuhkan 

ne$gara ke$pada se$se$o$rang atau be$be$rapa o$rang se$bagai akibat hukum sanksi 

baginya atas pe$rbuatannya yang te $lah me$langgar larangan hukum pidana itu 

se$ndiri. Pidana me$rupakan rasa tidak nyaman misalnya be $rupa pe$mbatasan-

pe$mbatasan, pe$me$nuhan ke$wajiban te$rte$ntu yang dijatuhkan o $le$h ne$gara me$lalui 

pe$radilan pidana kare$na se$se$o$rang atau badan hukum yang dijatuhi pidana 

te$rse$but me$langgar hukum se$cara sah dan me $nyakinkan be$rsalah dan di pro $se$s 

pe$ngadilan.
51 

Ringannya pe$rbuatan, ke$adaan pribadi Anak, atau ke$adaan pada 

waktu dilakukan pe$rbuatan atau yang te$rjadi ke$mudian dapat dijadikan dasar 

pe$rtimbangan hakim untuk tidak me $njatuhkan pidana atau me $nge$nakan tindakan 

de$ngan me$mpe$rtimbangkan se$gi ke$adilan dan kemanusiaan.
 

1. Sanksi Pidana 

Sanksi Pidana Me$nurut Undang-Undang No$mo$r 11 tahun 2012 te $ntang 

Siste$m Pe$radilan Pidana Anak, te $rhadap anak yang be$rko$nflik de$ngan hukum 

dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana po $ko$k dan pidana tambahan. Didalam 

pasal 71 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang No $mo$r 11 tahun 2012 te $ntang 

Siste$m Pe$radilan Pidana Anak diatur pidana po $ko$k dan tambahan te$rhadap 

anak yang be$rko$nflik de$ngan hukum. 

a. Pidana Po $ko$k 

Ada be$be$rapa pidana po$ko$k te$rhadap anak yaitu :  

1 Pidana pe$ringatan Pidana pe$ringatan me$rupakan pidana ringan 

yang tidak me$ngakibatkan pe$mbatasan ke$be$basan anak. 
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2 Pidana de$ngan syarat Me $nge$nai pidana de$ngan syarat dalam 

Undang-Undang No$mo$r 11 Tahun 2012 te$ntang Siste$m Pe$radilan 

Pidana Anak te$rbagi atas 3 yaitu :
52

 

Pe$mbinaan di luar le$mbaga Dalam pe$mbinaan di luar le $mbaga, 

yang pada po$ko$knya se$bagai be$rikut : 

a) Dalam hal Hakim me $mutuskan bahwa Anak dibina di luar le$mbaga, 

maka le$mbaga te$mpat pe$ndidikan dan pe$mbinaan dite$ntukan dalam 

putusannya. 

b) Pidana pe$mbinaan di luar le$mbaga dapat be$rupa ke$harusan : 

- me$ngikuti pro$gram pe$mbimbingan dan pe$nyuluhan yang dilakukan 

o$le$h pe$jabat pe$mbina. 

- me$ngikuti te$rapi di rumah sakit jiwa. 

- me$ngikuti te$rapi akibat pe$nyalahgunaan alko $ho$l, narko$tika, 

psiko $tro$pika, dan zat adiktif lainnya.  

c) Jika se$lama pe$mbinaan anak me$langgar syarat khusus, pe $jabat 

pe$mbina dapat me$ngusulkan ke$pada hakim pe$ngawas untuk 

me$mpe$rpanjang masa pe$mbinaan yang lamanya tidak me $lampaui 

maksimum 2 (dua) kali masa pe$mbinaan yang be$lum dilaksanakan. 

b. Pidana Tambahan 

Se$pe$rti yang te$lah dise$but bahwa se$lain pidana po$ko$k yang dapat 

dijatuhkan ke$pada anak dapat juga dijatuhkan pidana be$rupa: 

1. Pe$rampasan ke$untungan yang dipe$ro$le$h dari tindak pidana. 
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2. Pe$me$nuhan ke$wajiban adat. 

2. Sanksi Tindakan  

Disamping sanksi pidana, dike $nal pula sanksi tindakan. Tindakan 

me$rupakan pe$njatuhan sanksi tindakan te $rhadap se$se$o$rang yang te$rbukti se$cara 

sah dan me$nyakinkan be$rsalah de$ngan tujuan me$mbe$rikan pe$ndidikan dan 

pe$mbinaan se$rta tindakan te $rte$ntu lainnya. Me$nurut pasal 69 ayat (2) Undang-

Undang No$mo$r 11 tahun 2012 te $ntang Siste$m Pe$radilan Pidana Anak bahwa 

Anak yang be$lum be$rusia 14 (e$mpat be$las) tahun hanya dapat dike $nai tindakan

 Se$pe$rti yang te $lah dije$laskan se$be$lumnya, siste $m pe$radilan pidana 

te$rhadap anak nakal be$rbe$da de$ngan siste$m pe$radilan pidana o $rang de$wasa, di 

Indo$ne$sian juga te$rdapat ke$khususan, dalam hal hukum acaranya, anak yang 

diduga me$lakukan tindak pidana dilakukan pe$nahaanan dite$mpat yang be$rbe$da 

de$ngan o$rang de$wasa, ini be$rtujuan agar tidak te$rpe$ngaruh o$rang de$wasa, 

kare$na anak-anak ce$nde$rung me$niru dan ce$pat me$mpe$lajari hal yang tidak 

dike$tahuinya
53

.
 

Pasal 82 Undang-Undang No$mo$r 11 Tahun 2012 te$ntang Siste$m Pe$radilan 

Pidana Anak te$rse$but dite$ntukan me$nge$nai sanksi tindakan yang dapat 

dijatuhkan o$le$h hakim te$rhadap anak yang be$rko$nflik de$ngan hukum yang 

te$rbukti se$carah sah be$rsalah yaitu :
54

 

1. Tindakan yang dike$nakkan ke$pada anak me$liputi : 

a.  Pe$nge$mbalian ke$pada o$rang tua/Wali. 
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b. Pe$nye$rahan ke$pada se$se$o$rang. 

c. Pe$rawatan di rumah sakit jiwa. 

d. Pe$rawatan di LPKS. 

e. Ke$wajiban me$ngikuti pe$ndidikan fo$rmal dan/atau pe$latihan yang 

diadakan o$le$h pe$me$rintah atau badan swasta. 

f. Pe$ncabutan surat izin me$nge$mudi. 

g. Pe$rbaikan akibat tindak pidana 

2. Tindakan se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e $, dan 

huruf f dike$nakan paling lama 1 (satu) tahun. 

3. Tindakan se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan o $le$h 

Pe$nuntut Umum dalam tuntutannya, ke $cuali tindak pidana diancam 

de$ngan pidana pe$njara paling singkat 7 (tujuh) tahun.  

4. Ke$te$ntuan le$bih lanjut me$nge$nai tindakan se$bagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur de$ngan Pe$raturan Pe$me$rintah. 

Se$lanjutnya be$rdasarkan Pasal 85 Undang-undang No$mo$r 11 Tahun 2012 

te$ntang Siste$m Pe$radilan Anak me$nye$butkan bahwa :
55

 

1. Anak yang dijatuhi pidana pe$njara dite$mpatkan di LPKA. 

2. Anak se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) be $rhak me$mpe$ro$le$h 

pe$mbinaan, pe$mbimbingan, pe$ngawasan, pe$ndampingan, pe$ndidikan 

dan pe$latihan, se$rta hak lain se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$raturan 

pe$rundang-undangan. 
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3. LPKA wajib me $nye$le$nggarakan pe$ndidikan, pe$latihan ke$te$rampilan, 

pe$mbinaan, dan pe$me$nuhan hak lain se$suai de$ngan ke$te$ntuan 

pe$raturan pe$rundangundangan. 

4. Pe$mbimbing Ke$masyarakatan me$lakukan pe$ne$litian ke$masyarakatan 

untuk me$ne$ntukan pe$nye $le$nggaraan pro $gram pe$ndidikan dan 

pe$mbinaan se$bagaimana dimaksud pada ayat (3). 

5. Bapas wajib me$lakukan pe$ngawasan te$rhadap pe$laksanaan pro $gram 

se$bagaimana dimaksud pada ayat.  


